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P U T U S A N 

Nomor 256 K/Pid.Sus/2024 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

M A H K A M A H    A G U N G  

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan 

oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa: 

    Nama  : REZA RIVAI; 

Tempat Lahir : Medan; 

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 13 Februari 1989; 

Jenis Kelamin  : Laki-laki; 

Kewarganegaraan  : Indonesia; 

Tempat Tinggal   : Jalan Pukat IV Nomor 19 B, Lk.XII Kelurahan 

Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, 

Kota Medan; 

Agama  : Islam; 

Pekerjaan  : Karyawan Honorer; 

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 25 Desember 2022 dan berada 

dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Desember 

2022 sampai dengan sekarang; 

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: 

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak juncto Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak menjadi undang-undang juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP; 

Subsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
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Perlindungan Anak juncto Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak menjadi undang-undang juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP; 

Mahkamah Agung tersebut; 

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan 

Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli tanggal 12 April 2023 sebagai berikut: 

1. Menyatakan Terdakwa “REZA RIVAI” terbukti bersalah  melakukan  tindak  

pidana  “Memaksa Anak melakukan persetubuhan dilakukan oleh orang-

orang yang mempunyai hubungan keluarga yang dilakukan secara berlanjut” 

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 D Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak  juncto Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang juncto Pasal 

64 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Primair;  

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa “REZA RIVAI” dengan pidana 

penjara selama  16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam 

masa penangkapan dan atau penahanan dan denda sebesar 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan 

dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;  

3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini Nihil;  

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya 

dibebankan untuk membayar biaya perkara sebasar Rp2.000,00 (dua ribu 

rupiah); 

 Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 

264/Pid.Sus/2023/PN.Lbp., tanggal 7 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai 

berikut: 

1. Menyatakan Terdakwa REZA RIVAI telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan terhadap Anak 
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melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua secara 

berlanjut“ sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;  

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar 

maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;  

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani 

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;  

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk  membayar biaya perkara sejumlah 

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 953/PID.SUS/2023/ 

PT.MDN., tanggal 2 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut: 

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan 

Penuntut Umum;  

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 

264/Pid.Sus/2023/PN.Lbp., tanggal 7 Juni 2023  yang dimintakan banding 

tersebut, sebatas mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar 

selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 

1. Menyatakan Terdakwa REZA RIVAI telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Ancaman kekerasan 

terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan 

oleh orang tua secara berlanjut“ sebagaimana dalam dakwaan Primair 

Penuntut Umum;  

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda 

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 

(tiga) bulan;  

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani 

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;  
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5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam 

kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar 

 Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); 

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2023/PN.Lbp., 

yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang 

menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023, Penasihat Hukum 

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi 

Medan tersebut; 

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 September 2023 dari Penasihat 

Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 

Agustus 2023 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 12 September 2023; 

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan; 

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah 

diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2023 dan Terdakwa 

tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2023 serta 

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk 

Pakam pada tanggal 12 September 2023. Dengan demikian, permohonan 

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu 

dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi 

Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima; 

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ 

Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara; 

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon 

Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: 

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena judex facti 

tidak salah dalam menerapkan hukum, judex facti telah mengadili Terdakwa 

dalam perkara a quo sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak 

melampaui kewenangannya; 

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti 

yang saling berkaitan terungkap fakta yaitu Terdakwa telah melakukan tindak 

pidana persetubuhan terhadap Anak Korban Barsya Aura Syahbana yang 
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saat itu masih berumur 11 (sebelas) tahun dan duduk dibangku kelas VI 

(enam) SD dimana Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban; 

- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan kepada diri Anak Korban 

dengan cara Terdakwa menarik tangan Anak Korban kemudian Terdakwa 

menodong pisau ke arah Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka baju 

Anak Korban dan meremas serta mengisap payudara Anak Korban kemudian 

Terdakwa memasukan batang penis ke dalam vagina Anak Korban. Setelah 

itu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di vagina Anak Korban dan 

Terdakwa sering mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban dimana 

Terdakwa seminggu dua kali melakukan persetubuhan kepada Anak Korban; 

- Bahwa pada kejadian tanggal 23 September 2022, saat itu Anak Korban baru 

pulang sekolah tidak ada orang lain di rumah tiba-tiba Terdakwa pulang ke 

rumah, dimana saat itu Anak Korban sedang mengganti baju sekolah lalu 

Terdakwa memaksa membuka baju Anak Korban dan Anak Korban 

melakukan perlawanan namun tidak bisa karena tenaga Terdakwa lebih kuat 

dari Anak Korban sehingga Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa; 

- Bahwa anak Korban saat pertama sekali disetubuhi oleh Terdakwa berumur 

11 (sebelas) tahun dan duduk di bangku kelas VI (enam) dan Terdakwa 

melakukan persetubuhan di saat Ibu Anak Korban tidak ada di rumah dan 

persetubuhan yang dilakukan Terdakwa juga pernah dilakukan di malam hari 

saat Anak Korban terbangun dari tidur karena Anak Korban mau kencing, 

Terdakwa menarik Anak Korban dan mengancam agar tidak berteriak lalu 

melakukan persetubuhan kepada diri Anak Korban; 

- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kepada Ibu Anak Korban karena 

Anak Korban merasa dirinya terancam dan Terdakwa selalu mengatakan 

kepada Anak Korban "kalau kau kasitau bunda nanti aku bunuh kau sama 

bunda", sehingga Anak Korban merasa takut; 

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 284/VER/OBG/BPDRM/2022 

tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Christoffel Tobing, 

M.Ked., (OG), Sp.OG.K dengan hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara 

Anak Korban mengalami selaput dara tidak utuh lagi, ada robekan lama 

sampai ke dasar pada arah jam 11 (sebelas) dan jam 1 (satu) dengan 
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kesimpulan selaput dara tidak utuh, ada robekan lama sampai ke dasar pada 

jam 11 (sebelas) dan jam 1 (satu) dan tidak dijumpai tanda-tanda ruda paksa; 

- Bahwa putusan judex facti telah tepat dan benar mempertimbangkan 

dakwaan yang terbukti serta menjatuhkan pidana sesuai kesalahan, dimana 

Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perampokan yang 

mengakibatkan korbannya meninggal dunia; 

- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena 

mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi 

kewenangan judex facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. 

Judex facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan 

yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) 

huruf f KUHAP dan demikian juga alasan kasasi Terdakwa lainnya tidak 

dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat 

penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat 

dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan 

pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu 

peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana 

mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan 

undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas 

wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) 

KUHAP; 

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan judex 

facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-

undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;  

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk 

membayar biaya perkara pada tingkat kasasi; 

Mengingat Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

juncto Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2016  tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang juncto Pasal 64 ayat (1) 

KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
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Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 

serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; 

M E N G A D I L I: 

─ Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa REZA RIVAI 

tersebut; 

─ Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada 

tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); 

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari 

Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Suharto, S.H., M.Hum., Hakim Agung 

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. 

Yanto, S.H., M.H., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai 

Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-

Hakim Anggota serta Rozi Yhond Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti 

dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. 

     Hakim-Hakim Anggota,                         Ketua Majelis, 

           Ttd.                   Ttd. 

      Dr. Yanto, S.H., M.H.                   Suharto, S.H., M.Hum. 

                   Ttd. 

  Jupriyadi, S.H., M.Hum. 

Panitera Pengganti, 

Ttd. 

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H. 

Untuk Salinan 
Mahkamah Agung RI 
atas nama Panitera 

Panitera Muda Pidana Khusus 
 

 
Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum. 

NIP. 196110101986122001 
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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